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ABSTRAK 

 

KENDALA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA 

PERSIDANGAN ONLINE DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA 

 

Oleh: 

NUR SUKMA SUCI TIA WARDANI 

 

Kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan 

persidangan di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA. Hal inilah yang menyebabkan adanya pergeseran sistem 

peradilan dari offline menjadi online dengan menggunakan aplikasi e-court. E-

court merupakan sebuah sistem digital atau online dengan teknologi yang 

dijalankan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Persidangan online dengan 

menggunakan aplikasi e-court memang memiliki beberapa kelebihan, namun juga 

menimbulkan kendala pada Hakim.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala Hakim dalam 

mewujudkan keadilan pada persidangan online dan mengetahui strategi Hakim 

dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan keadilan pada persidangan online. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim, Panitera, Kasubag 

Perencanaan Ti dan Pelaporan, serta Petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu) Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dialami oleh Hakim 

dalam mewujudkan keadilan pada proses persidangan online yaitu masyarakat 

yang gagap akan teknologi, server aplikasi down, pihak penggugat yang tidak 

menjelaskan secara detail dalam surat gugatannya sehingga Hakim kesulitan 

menentukan pokok perkara, menentukan alat bukti yang relevan, dan beresiko 

gugatan tidak dapat diterima serta menghambat proses persidangan, selain itu, 

apabila pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatanya maka termasuk juga 

kedalam sebuah hambatan yang didapat oleh Hakim dalam mewujudkan keadilan 

karena menjadikan ketidakjelasan posisi hukum, hambatan dalam menjalankan 

asas audi et alteram partem, prosedur hukum yang terhambat serta berpotensi 

terabaikannya keadilan substantif.  

Dalam menyelesaikan kendala yang terjadi, Hakim melakukan beberapa 

cara berikut ini: mengadakan sosialisasi mengenai e-court kepada masyarakat, 

membantu dan mengarahkan masyarakat dalam mendaftarkan persidangan online 

dan proses persidangan online, memberi kesempatan untuk menjelaskan gugatan 

pada saat persidangan atau memberikan kesempatan penggugat untuk 

memperbaiki surat gugatan, dan memberikan kesempatan bagi pihak tergugat 

untuk mengirmkan jawaban gugatan dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. 

dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengimkan jawaban gugatannya maka 

Hakim akan menjatuhkan putusan secara verstek.  

Kata Kunci: Kendala Hakim, Persidangan Online, E-Court, Keadilan, 

Pengadilan Agama 
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MOTTO 

 

 

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالْْحِْسَانِ وَايِْتَاۤئِ ذىِ القُْرْبٰى وَيَنهْٰى عَنِ الفَْحْشَاۤءِ وَالمُْنكَْرِ 
ْ
َ يأَ انَِّ اللّٰه

رُوْنَ   وَالَْْغِْْ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu 

agar kamu selalu ingat.”Surah An-nahl 90 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Respon Mahkamah Agung terhadap kemajuan teknologi saat ini 

sangatlah baik. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem peradilan 

yang semula offline menjadi online. Persidangan secara online dilaksanakan 

menggunakan e-court. Kata e-court berasal dari dua kata yaitu electronic dan 

court. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat 

yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan 

alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronik.
1
 Sedangkan e-court 

dalam proses persidangan merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai 

bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara 

online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya 

secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online 

dengan mengirimkan dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, dan 

Kesimpulan).
2
 

Sistem peradilan di Indonesia awalnya dilaksanakan secara offline 

kemudian sistem peradilan kini mengalami perubahan ditahun 2018, 

                                                           
1
 Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ed., Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Balai Pustaka, n.d.). 
2
 Nur Alfadhilah Ruslan and Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik 

Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare,” Qadauna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2, no. 3 (2021): 450–64, 

https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21488. 
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perubahan ini terjadi secara bertahap.  Tahapan yang pertama terdiri dari 3 

aspek yaitu:
3
 

1. Pendaftaran perkara online (e-filling)  

2. Pembayaaran biaya panjar online (e-payment) 

3. Pemanggilan Elektronik (e-summons) 

Kemudian pada tahun 2019 tahapan persidangan online menjadi lebih 

lengkap dengan keluarnya PERMA No 1 Tahun 20019 yang terbitlah 

peraturan yang mengatur mengenai persidangan secara online atau yang 

disebut e-litigation.
4
 Beberapa tahun kedepan ketentuan peraturan ini 

disempurnakan oleh PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara 

di Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan bahwasanya tergugat wajib 

menggunakan e-court. 

Persidangan online menggunakan e-court memiliki beberapa 

keuntungan sebagai berikut:
5
  

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. 

2. Pembayaran biaya panjar dapat dilaksanakan secara transfer melalui 

berbagai bank. 

3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses di berbagai tempat. 

4. Proses temu kembali data yang diinginkan lebih mudah. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) 

Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan 

                                                           
3
 Buku Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1,” 2019, 1–84. 

4
 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “PERMA No 1 Tahun 2019,” 2019. 

5
 Panduan, “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 |1.” 
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dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Ketentuan tentang reformasi sistem peradilan juga diterapkan oleh 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Menurut salah satu Hakim di Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA persidangan online dinilai lebih mudah, sederhana, 

nyaman, dan biaya lebih ringan. Selain itu untuk masyarakat yang kurang 

paham dapat bertanya langsung kepada petugas PTSP (pelayanan terpadu satu 

pintu) agar dapat dibantu dan diarahkan dalam mencari informasi yang 

dibutuhkan.
6
 Dalam proses persidangan online, proses persidangan tetap 

menggunakan langkah seperti persidangan offline yang dipimpin oleh Ketua 

Majelis Hakim dan dua Hakim anggota. 

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas IA Ibu 

Nelmi Rodiah H., S.H., M.H berikut adalah data perkara yang masuk 3 tahun 

terakhir sebagai berikut:
 7

 

Tahun Daftar Secara 

Online 

Daftar Secara 

Offline 

Putus Secara 

Online 

Putus Secara 

Offline 

2022 120 575 120 575 

2023 557 22 69 510 

2024 65 379 54 390 

 

                                                           
6
 Wawancara dengan Nur Said selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, di Metro, 

Selasa, 15 Oktober 2024. Pukul 09.00 WIB 
7
 Wawancara dengan Nelmi Rodiah H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA, di Metro, Rabu, 13 November 2024. Pukul 10.17 WIB 
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Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum 

mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan 

berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
8
 Seorang hakim 

dalam mengadili suatu perkara yang diserahkan kepadanya tidak boleh 

memberhentikan perkara tersebut dengan alasan undang-undangnya tidak ada 

atau tidak jelas, akan tetapi wajib mengadili perkara tersebut. Sebagai seorang 

hakim harus mempunyai tugas untuk mempelajari, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat terkait fakta dan keadaan perkara 

tersebut.
9
 

Beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung belum sepenuhnya 

mengimplementasikan e-court secara optimal, seperti Pengadilan Agama 

Sukadana dan Tulang Bawang. Sebaliknya, Pengadilan Agama Tanjung 

Karang dan Tulang Bawang Barat telah menjalankannya dengan baik. 

Peneliti memilih Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai lokasi 

penelitian dengan pertimbangan: (1) Aspek lokasi, yang memungkinkan 

observasi dan kajian kontekstual secara langsung; (2) Aspek kemudahan akses 

data, terutama dalam proses wawancara dan dokumentasi; serta (3) Aspek 

                                                           
8
 Dadah Cholidah, “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai 

Pemenuhan Kepercayaan PubIik,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2023, 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134. 
9
 Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” IJOLARES : 

Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1 (2023): 6–10, 

https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2. 
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permasalahan yang unik, yakni meskipun sebagian hakim tergolong lanjut 

usia, Pengadilan Agama Metro tetap berhasil meraih penghargaan dalam 

bidang e-court dan menjalankan persidangan online secara optimal. 

 Berdasarkan data prasurvei persidangan secara online memiliki banyak 

manfaat. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan hal 

tersebut menjadi salah satu kendala yang di alami hakim dalam berlaku adil. 

Kondisi ini menjadi dasar peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait tema 

“Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan 

Online Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apasajakah kendala Hakim dalam proses persidangan online di Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA?  

2. Bagaimana strategi Hakim dalam mengatasi kendala untuk mewujudkan 

keadilan pada saat proses persidangan online di Pengadilan Agama Metro 

Kelas IA?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Hakim pada saat 

persidangan online berlangsung di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 
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b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Hakim dalam 

mengatasi kendala yang terjadi untuk mewujudkan keadilan pada saat 

proses persidangan online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan di 

bidang hukum keluarga islam terutama terkait modernisasi sistem 

peradilan agama di Indonesia khususnya pada masalah kendala Hakim 

dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan 

online.  

b. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

rujukan mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai kendala 

Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan online. Dan 

sebagai sarana bagi yang membutuhkan penelitian ini, untuk 

menindaklanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

D. Penelitian Relavan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi dan jurnal yang sudah 

ada. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah 

yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Tujuan pengambilan penelitian yang telah dibuat adalah untuk 

membandingkan apakah dengan tema yang sama pembahasan dan hasil 
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penelitian yang dilakukan itu juga sama. Selain itu untuk memberikan 

gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan pada 

penelitian ini, yaitu: 

Pertama mengenai e-court sudah dijelaskan dalam jurnal yang berjudul 

“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara 

Perceraian” dengan penulis Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah 

Lestari. Dalam tulisanya mengemukakan tetang Penerapan sistem e-court ini 

mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para 

penggunanya. Karena dengan adanya aplikasi e-court para pihak yang 

berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan 

biaya transportasi dan saat akan melaksanakan sidang pun tidak perlu 

mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk 

digunakan. 

Persamaan dari penelitian tersebut pertama, Penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara 

Perceraian” sama sama mengangkat masalah e-court tetapi dalam jurnal ini 

hanya membahas tentang keefektivitasanya dalam menerapkan e-court 

tersebut.
10

 Sedangkan penelitian yang akan dibahas kali ini mengangkat 

tentang bagaimana Hakim dalam menghadapi kendala pada saat persidangan 

online dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan 

online. 

                                                           
10

 Ruslan and Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga 

Islam”Vol.2, No.3, (2021), 450-456 
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Kedua dalam skripsi yang ditulis oleh Rini Afriyani Institut Agama 

Islam Negeri Metro (IAIN Metro), Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2022 

dengan judul “Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Sukadana Dalam 

Mewujudkan Keadilan Secara Hukum” dengan metode pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil kesimpulan 

bahwa sistem e-court yang dilaksanakan di pengadilan Agama Sukadana telah 

dilaksanakan secara maksimal serta baik, dan sudah jelas bahwa e-court 

mencerminkan dan wujud implementasi dari peradilan sederhana, cepat dan 

biaya ringan, melihat dari dampak positif dan negatif penulis rasa lebih 

condong pada dampak positif yang dirasa baik dari warga pengadilan maupun 

warga para pencari keadilan.
11

 Pada hakikatnya e-court hadir atas dasar 

kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya e-court akan 

terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin 

menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab 

persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif 

dan efisien. Sedangkan penelitian yang akan dikaji kali ini tidak hanya 

membahas mengenai e-court merupakan wujud implementasi dari peradilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Tetapi juga membahas mengenai kendala 

dan strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada persidangan online di 

Pengadilan Agama. 

Ketiga dalam jurnal yang berjudul “Peranan Hakim Dalam Upaya 

Penegakan Hukum di Indonesia” yang ditulis oleh Henry Arianto dengan 

                                                           
11

 Rini Afriyani, Skripsi: “Penerapan E-Court Di Pengadilan Agama Sukadana Dalam 

Mewujudkan Keadilan Secara Hukum” (Metro: Iain Metro 2021), hal 38 
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metode penelitian hukum normatif. Dalam tulisanya menyatakan bahwa 

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih belum sesuai dari apa yang 

diharapkan, salah satu penyebabnya adalah masih adanya perbedaan antara 

teori dengan prakteknya. Antara aturan dan prakteknya masih terdapat 

perbedaan yang sangat jauh yang menyebabkan kita selalu mengalami 

kesulitan untuk membangun sebuah negara hukum. Putusan hakim harus 

mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun.  

Dari jurnal ini di jelaskan bahwa hakim harus bisa menegakkan hukum 

dengan cara adil. Tetapi dalam jurnal ini tidak membahas mengenai konsep 

persidangan secara online.
12

 Sedangkan, tulisan ini berisi tentang bagaimana 

seorang Hakim dapat menghadapi kendala pada saat persidangan online 

berlangsung dan bagaimana strategi Hakim dalam mewujudkan keadilan pada 

persidangan online. 

  

                                                           
12

 HenrI Arianto, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” Lex 

Jurnalica 9 (2012): 151–63. 



 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Peran Hakim 

1. Pengertian Peran Hakim 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran merupakan 

seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh setiap individu yang 

memiliki kedudukan di dalam masyarakat.
1
 Ani Sulianti dkk juga 

merumuskan bahwa peran adalah suatu bagian dinamis dari kedudukan 

seseorang dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

jabatan tertentu yang dapat dipenuhinya.
2
 Selain itu, Katz dan Kahn juga 

menjelskan bahwa peran merupakan pola perilaku yang diharapkan dari 

individu dalam suatu organisasi atau sistem sosial tertentu. peran tersebut 

meliputi beberapa hal berikut: harapan atau ekspetasi orang lain, pola 

prilaku yang diinginkan, tanggung jawab, wewenang serta batasan.
3
 Jadi, 

disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang dijalankan 

untuk memenuhi hak dan kewajiban, dengan sebab memenuhi harapan 

atau ekspetasi orang lain dalam suatu organisasi tertentu yang menjadi 

sebuah tanggung jawab atas jabatan tersebut. 

                                                           
1
Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

2
 A Sulianti, D Y Kasdriyanto, and Febriyanto, “Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap 

Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn Kelas VII Di MTS Raudhlatul Hasaniyah Kabupaten 

Probolinggo,” Jurnal Pendidikan Sosial Dan … 1, no. 2 (2023): 129–31, 

https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jpdsk/article/view/67%0Ahttps://jurnal.ittc.web.id/index.php/jp

dsk/article/download/67/68. 
3
 D. Katz and R.L. Kahn, “The Social Psychology of Organizations (Chapter 13),” in The 

Social Psychology of Organizations, 1978. 
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 Hakim Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

merupakan seseorang yang mengadili perkara di pengadilan atau 

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hakim didefinisikan sebagai seseorang 

yang bertugas mengadili dan menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan 

baik pengadilan negeri ataupun agama. Tidak hanya itu, dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Umum yang tercantum dalam pasal 1 yang mengandung pengertian bahwa 

Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada Pengadilan 

tinggi.
4
 

Menurut Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah 

Isnantiana, Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan 

hukum.
5
 Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan 

sorang hakim identik dengan pengadilan yaitu sistem peradilan di 

Indonesia. Selain itu Hakim merupakan pengambil keputusan tunggal, 

putusannya harus seadil-adilnya demi menjunjung tinggi hukum. Dalam 

mengambil keputusan Hakim tidak boleh ada campur tangan dari pihak 

manapun, hakim harus bersifat netral. Berdasarkan pengertian tersebut, 

menurut peneliti Hakim adalah seseorang yang bertugas mengadili dan 

menyelesaikan suatu perkara secara adil tanpa adanya campur tangan 

                                                           
4
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,” Экономика Региона 19, 

no. 19 (2009): 19. 
5
 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di 

Pengadilan,” Islamadina 18, no. 2 (2017): 54. 
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pihak manapun. Hakim bertugas di Pengadilan negeri, agama dan 

pengadilan tinggi. 

Peran hakim secara umum yaitu menegakkan kebenaran dan 

keadilan. Dimana seorang hakim dapat menegakkan kebenaran dan 

keadilannya dengan cara berikut:
6
 

1) Hakim wajib dapat menafsirkan Undang-undang secara aktual 

2) Hakim harus berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai 

pembentuk hukum 

3) Hakim berani melakukan contra legem 

4) Hakim harus mampu berperan mengadili secara kasuistik 

5) Hakim merupakan akses menuju keadilan dalam sistem hukum 

perdata. 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa peran hakim merupakan 

seuatu tugas yang melekat pada diri seorang hakim, untuk menjalankan 

tugasnya seperti mengadili perkara serta menjalankatn tugas seorang 

hakim dengan adil dan tidak condong terhadap salah satu pihak. 

2. Kendala Hakim 

Berkaitan dengan peran hakim maka dapat dilihat bahwa terdapat 

beberapa kendala hakim dalam mewujudkan keadilan saat persidangan 

berlangsung. Kendala-kendala tersebut, dibagi menjadi dua garis besar 

sebagai berikut:
7
 

                                                           
6
 N Maulidah, “Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum,” Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang 16, no. 1 (2016): 2. 
7
 Fance M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan Dan 

Kemanfaatan Di Peradilan Perdata-,” Mimbar Hukum 25 (2013): 209. 
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a. Kendala Internal 

Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari diri 

sendiri yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) Hakim itu 

sendiri yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menciptakan 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala internal 

tersebut sebagai berikut: 

1) Pengangkatan Hakim 

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan 

persyaratan pengangkatan Hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip 

Dasar Independensi Kehakiman basic principles on the 

indepedndence of the judiciary. Ketentuan hukum internasional 

tersebut mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

proses pengangkatan hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan 

dan kualifikasi calon hakim. 

Metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi 

pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak dan 

tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim. Dalam konteks 

hukum indoneisa pengankatan hakim memacu pada Undang-

Undang tentang Mahkamah Agung 15, Undang-Undang tentang 

Peradilan Umum 16 dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

MLV.
8
 

Pada proses rekrutmen hakim perlu memenuhi beberapa 

persyaratan berikut yaitu adanya intelektualitas (yang terkait 

dengan kemampuan penguasaan hukum materiil, hukum formil dan 

penemuan hukum secara tepat dan benar), integritas (kejujuran), 

pendidikan, penataran, Refresinging, rapat-rapat berkala, diklat, 

dan efektivitas kelas-kelas diklat.
9
 

2)  Pendidikan Hakim 

 Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, harus 

dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. 

Keadilan yang diberikan merupakan keadilan berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-

orang yang siap jiwa dan hati nuraninya. 

3) Penguasaan Ilmu Hukum 

Seorang hakim harus paham dan menguasai ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan hukum serta tugas dan kewajiban seorang hakim. 

4) Moral Hakim 

Hakim harus memiliki kemampuan professional, moral dan 

integritas yang tinggi agar dapat mencerminkan rasa keadilan, 

memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus 

                                                           
8
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.” 
9
 Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Rekrutmen Dan Karir Dibidang 

Peradilan,” Komisi Hukum, 2003. 
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mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan 

peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain 

itu seorang hakim harus memiliki rasa bertaqwa dan memilik rasa 

tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Kendala Eksternal 

Kendala eksternal merupakan kendala yang mempengaruhi 

hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan 

yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan 

sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala 

eksternal hakim terdiri dari beberapa hal berikut ini: 

1) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman 

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk 

menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan peradilan 

yang berkualitas. Kemandirian hakim merupakan asas universal 

yang mana pada saat proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas 

saat memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada campur 

tangan pihak lain.  

Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, 

kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri.  

2) Pembentukan Undang-Undang 

Kondisi Peraturan hukum acara perdata begitu 

memprihatinkan. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan 
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dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan 

reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata 

pada khususnya. 

3) Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat tidak sekedar melibatkan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), tetapi para individu yang ada dalam 

masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang 

mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka 

kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi 

adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. 

Sebaliknya jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan 

rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud. 

4) Sistem Pengawasan Hakim 

Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan 

hakim. Pertama, pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk yang 

ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, pengawasan 

administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk 

mengukur efisiensi kerja. Ketiga, pengawasan politik, yaitu suatu 

bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi 

kemanfaatan.  
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Selain dari beberapa kendala yang dihadapi hakim saat 

persaidangan secara manual, kini terdapat beberapa kendala hakim 

yang terjadi saat persidanghan online. Beberpa kendala tersebut 

dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Pak Nur 

Said, S.H.I. M.Ag. beberapa hambatan tersebut sebagai berikut: 

a. Permasalahan user yaitu masyarakat yang gagap akan teknologi 

dan tidak memahami adanya e-court. 

b. Server aplikasi e-court yang down 

c. Para pihak yang berperkara (penggugat) tidak mengungkapkan 

kejadian yang sebenarnya secara detail pada dokumen gugatan. 

d. Pihak tergugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan pada saat 

persidangan berlangsung. 

3. Keadilan dalam Konsepsi Hukum 

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, ada pendapat 

yang mengatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan 

karena tujuan hukum yaitu memberikan keadilan. Sesui yang tercantum 

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Umum, bahwa seorang Hakim harus memiliki integritas 

dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan 

berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
10

 

                                                           
10

 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.” 
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Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adil merupakan sikap tidak memihak, tidak berat 

sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Kata Adil mengandung arti bahwa 

suatu tindakan serta keputusan didasarkan pada norma-norma objektif. 

Keadilan pada hakikatnya merpuakan suatu konsep yang relatif, yaitu 

setiap orang tidak sama, adil tidak berarti sama akan tetapi adil yaitu adil 

berdasarkan ukuran masing-masing. Ketika seseorang menegaskan bahwa 

ia melakukan suatu keadilan, hal ini harus relevan dengan ketertiban 

umum dimana suatu skala keadilan diakui.
11

 

Menurut E. Fernando M. Manulang pengertian keadilan tersebut, 

diantaranya:
12

  

a. Keadilan merupakan keinginan yang bersifat tetap dan terus-menerus 

untuk memberikan kepada setiap orang semestinya. 

b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi 

dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran 

tentang apa yang hak. 

c. Keadilan adalah kebaikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang 

mendapat apa yang harusnya didapat bagiannya. 

d. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal 

ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. 

                                                           
11

 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, cetakan ke 

(jakarta: Kencana, 2014). 
12

 E. Fernando M. Manulang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat 

Dan Antinomi Nilai (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007). 
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Pada praktiknya, makna keadilan dalam penyelesaian sengketa-

sengketa hukum ternyata belum pasti. Banyak masyarakat yang merasakan 

dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu 

disesuaikan dengan syarat, prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam 

memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Hakim sulit mewujudkan 

keadilan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga 

pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
13

 

 

B. Persidangan Online 

1. Pengertian Persidangan Online 

Persidangan secara online merupakan sarana terbaru secara 

elektronik yiatu berupa kemampuan secara elektronik untuk dapat 

terhubung pada proses penyelesaian perkara untuk memutus perkara 

secara elektronik. Persidangan secara elektronik sebagai peradilan 

sederhana, cepat dan ringan biaya, yang merupakan salah satu asas 

terpenting dalam praktek peradilan di indonesia. Pada pokoknya asas 

peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hak tersangka atau 

terdakwa mengenai berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan. Mekanisme di dalam sistem peradilan pidana tersebut agar 

dapat dilaksanakan dengan segera sederhana, cepat dan biaya, yang 

merupakan salah satu asas terpenting dalam praktek peradilan di 

indonesia. Pada pokokya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan 

                                                           
13

 Ahmad Rifa, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Graf (Jakarta, 2010). 
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merupakan hak tersangka atau terdakwa mengenai berbagai tindakan 

seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Mekanisme di dalam 

sistem peradilan pidana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan segera. 

2. Fase Persidangan Online 

Perubahan sistem peradilan ini terjadi secara bertahap sesuai dengan 

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik. Sistem peradilan tersebut terdiri dari 

beberapa tahapan berikut ini:
14

 

a. Pendaftaran perkara online (e-filling) 

Pada bagian ini pendaftaran perkara secara online yang dapat 

didaftrakan hanya perkara gugatan. Keuntungan pendaftaran secara 

online melalui aplikasi e-court adalah menghemat waktu dan biaya 

dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar dapat di 

transfer melalui semua bank, dokumen terarsip secara baik dan dapat 

diakses dari berbagai lokasi dan media, proses temu kembali data yang 

lebih cepat.  

b. Pembayaaran biaya panjar online (e-payment) 

Dalam pendaftaran perkara pengguna yang terdaftar langsung 

mendapatkan SKUM (surat kuasa untuk membayar) yang dihasilkan 

secara elektronik oleh aplikasi e-court. Besaran biaya yang ditetapkan 

ditentukan oleh ketua Pengadilan Agama tersebut. 

 

                                                           
14

 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Perma Nomor 3 Tahun 2018,” Mahkamah 

Agung RI, 2018. 
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c. Pemanggilan Elektronik (e-summons) 

Sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2018, pemanggilan pendaftaran 

dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada 

pengguna yang terdaftar dilakukan secara elektronik dan kemudian 

dikirmkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. 

Lambat laun PERMA Nomor 3 Tahun 2018 mengalami 

perubahan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam PERMA 

ini tergugat dapat memilih persidangan akan dilaksanakan secara 

manual atau secara online dengan menggunakan e-court. Karena 

setelah dikeluarkanya PERMA No 1 Tahun 20019 ini munculah 

peraturan tentang persidangan secara online atau yang disebut e-

litigation.
15

 Kemudian ketentuan peraturan ini disempurnakan oleh 

PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di 

Pengadilan Secara Elektronik yang menegaskan bahwasanya tergugat 

wajib menggunakan e-court. Apabila tergugat gagap akan teknologi, 

penggugat dapat meminta bantuan kepada petugas PTSP (pelayanan 

terpadu satu pintu) untuk diunggahkan ke e-court.
16

 Peraturan tentang 

administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik 

merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan 

perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan 

                                                           
15

 Republik Indonesia, “Perma No 1 Tahun 2019.” 
16

 Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan Ham, “Perma No.7 Tahun 2022 

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022, 1–13, 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail. 
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administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara online 

supaya lebih efektif dan efisien.  

3. Tujuan Persidangaan Online 

Di kutip dari tulisan Siti Fatwah dan Kusnadi Umar yang 

memaparkan mengenai tujuan e-court menurut Perma Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik di 

Pengadilan, yang pada intinya tujuannya untuk mengatasi segala hambatan 

dan rintangan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, 

cepat, dan biaya ringan.
17

 Tujuan e-court juga dijelaskan oleh Piousty 

Hasna Arifany yang menjelaskan bahwa tujuan e-court dalam berperkara 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam kegunaannya menerima 

pendaftaran perkara secara online dimna pencari keadilan akan 

menghemat waktu dan biaya saat melaksanakan pendaftaran perkara.
18

 

Sedangkan menurut Ifah Atur Kurniati tujuan e-court adalah membangun 

peradilan yang bersih, cepat, sederhana, dan biaya ringan.
19

 

 

                                                           
17

 Siti Fatwah and Kusnadi Umar, “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’Iyyah,” Siyasatuna 2, no. 3 (2020): 582–93, 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536. 
18

 Piousty Hasna Arifany, “Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan 

Agama,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 37–42, 

https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199. 
19

 Ifah Atur Kurniati, “Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court,” Prosiding 

Comnews 1, no. 2 (2019): 176–85, 

https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093. 



 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengamati suatu tempat dan 

menggunakanya sebagai tempat untuk mengamati tanda-tanda yang sedang 

terjadi. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

secara nyata dan spesifik terkait topik-topik permaslahan yang terkait sasaran 

penelitian ini adalah masyarakat baik secara umum atau khusus dan pihak-

pihak pengadilan yang menjadi sasaran tertentu penelitiannya.
1
 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami terkait kendala Hakim dalam 

mewujudkan keadilan pada persidangan online yang dilaksankan di 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

1. Sifat Penelitian 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka 

sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian berdasarkan pengamatan pada suatu 

kejadian dengan menggunakan pendekatannya, datanya menghasilkan 

analisis deskriptif yaitu berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. 

Penelitian kualitatif harus didukung oleh luasnya pengetahuan dari 

peneliti, karena peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk 

mewawancarai objek penelitian.   

                                                           
1
 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 
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Dari penjelasan di atas maka penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif dengan maksud data yang diberikan berupa uraian deskripsi atau 

keterangan-keterangan mendetail untuk menjelaskan mengenai Kendala 

Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan pada Persidangan Online Di 

Pengadilan Agama Metro Kelas 1A. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek peneliti mendapatkan data dan 

menggali sebuah data, sumber data yang digunakan peneliti terdiri 2 

macam yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data pertama yang didapat 

secara langsung dan memberikan data kepada pengumpul data. Adapun 

yang dimaksud dengan data primer adalah data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku 

yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah 

subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
2
 

Sedangkan yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti yaitu 

Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, Sekertaris Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA, Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

dan operator Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

 

 

                                                           
2
 Suharsini Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013). 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

berkaitan berupa jurnal, buku-buku tentang subjek materi yang ditulis 

orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain. 

Hal ini di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat 

menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa profil 

Lembaga, jurnal, laporan hasil penelitian dan buku-buku yang sudah 

ada relevansinya dengan penelitian yang memberikan informasi kepada 

peneliti mengenai Kendala Hakim Dlam Mewujudkan Keadilan Pada 

Persidangan Online Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Adapun 

contoh sumber datanya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan 

secara elektronik. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan 

wawancara. Ketika wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja kepada 

narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Jadi yang dimaksud 
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dengan wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara 

dengan narasumber untuk memeproleh keterangan yang berhubungan 

dengan penelitian 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi 

terstruktur. Wawancara semi terstuktur merupakan wawancara yang 

dimulai dari isu penelitian, dan setiap pertanyaan tidak bergantung pada 

struktur pertanyaan, tetapi berdasarkan jawaban narasumber.
3
 

Dalam wawancara ini data yang akan diperoleh yaitu data hasil 

wawancara dengan Hakim, Panitera, Kasubag Perencanaan, Ti, dan 

Pelaporan dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

Kemudian arah pertanyaan pewawancara yaitu pada Kendala Hakim 

Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan Online Di Pengadilan 

Agama Metro Kelas 1A.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bahan tertulis baik berupa catatan, arsip, 

memo, intruksi, pengumuman, buletin, majalah, pernyataan aturan suatu 

lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan media massa. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan dokumen untuk mengakuratkan hasil temuan 

dilapangan dan dikaloborasikan dengan kajian pustaka yang berkaitan 

dengan Kendala Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan 

Online Di Pengadilan Agama Kelas IA. 

 

                                                           
3
 Syafrida Hafni Sahir, Metodelogi Penelitian, ed. M.Si Dr. Ir. Try Koryati, Cetakan 1 

(Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2022). 
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C. Teknik Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data diperoleh dari sumber yang 

bermacam-macam. Menurut Syafrida Hafni Sahir ada tiga teknik analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga teknik tersebut 

digabungkan dengan teknik pengujian data dari sumbernya yaitu triangulasi 

sumber sebagaimana yang dikemukakan oleh Margono. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum informasi yang berasal pada hal –

hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Reduksi 

data berguna untuk mempermudah informasi yang didapat dari lapangan. 

Informasi yang didapat di lapangan merupakan data yang sangat rumit 

selain itu bercampurnya data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tema 

penelitian sehingga peneliti harus melakukan reduksi data atau 

merangkum data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tertata yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga 

adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data 

yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk 

naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 
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Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan 

menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan 

pengelompokan pada setiap pokok masalah. 

3. Pengujian Data 

 Pengujian data ini menggunakan metode triangulasi. Metode 

triangulasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencoba 

menguji suatu informasi dikatakan valid ataupun tidak suatu informasi 

yang diperoleh dari riset yang dilakukan. Metode triangulasi adalah 

metode dalam pengumpulan informasi serta sumber yang sudah ada untuk 

dilakukan pengujian. Apabila suatu riset menggunakan metode triangulasi 

maka sebenarnya periset sudah sekalian mengumpulkan informasi serta 

menguji data sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Metode 

triangulasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah usaha pengecekan data dari 

berbagai macam sumber denga beragam cara dan beragam waktu. 

Tujuan melaksanakan metode triangulasi ini adalah sebagai bentuk 

pertangung jawaban sebuah informasi dari riset yang lakukan oleh penulis, 

karena sebuah informasi butuh diuji keabsahan informasi. Metode 

triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, 

dan triangulasi teknik. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber 

informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat 
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mempertajam daya, dapat dipercaya data tersebut jika dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa 

sumber atau informan.
4
 Dengan mengunakan metode ini penliti dapat 

melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perisetan 

(informan). Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah hakim, penitera, 

sekertaris dan operator Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Dalam hal 

tersebut, setelah data didapatkan oleh penliti dari berbagai sumber, 

kemudian selanjutnya data tersebut harus didiskripsikan, dikategorikan, 

dan dilihat tentang pandangan yang sama, yang berbeda, termasuk mana 

yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. 

Melalui teknik triangulasi sumber ini, periset berusaha 

membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber 

atau informan perisetan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan 

menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, 

triangulasi sumber merupakan mengecek ulang data dengan 

membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam 

proses analisis data penelitian kualitatif. Seseorang dapat menarik 

kesimpulan dengan membandingkan pernyataan subjek penelitian 

dengan makna yang terkandung dalam penelitian. Penarikan atau 

pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan tujuan menjawab 

                                                           
4
 S. Margono, No TitleMetodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 
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rumusan masalah dari tema peneliti yaitu tentang kendala hakim dalam 

mewujudkan keadilan pada persidangan online di Pengadilan Agama 

Metro kelas IA. 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

1. Sejarah Umum Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

Berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA berdasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di luar Jawa-

Madura. Pada awal dibentuknya Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

memiliki 3 (tiga) wilayah yurisdiksi sebagai berikut: Kota Metro, 

Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur. Kemudian, 

pada tahun 2002 terjadi pemekaran daerah yaitu Kabupaten Lampung 

Tengah yang menjadi Kota Administratif. Maka sebab itu, dibentuklah 

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah yuridiksi 

Kabupaten Lampung Tengah.
1
 

Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 

217 Kota Metro sampai tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor 

Pengadilan Agama Metro berpindah alamat di Jalan Stadion 24B 

Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan 

menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung RI. 

                                                           
1
https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid

=597, diunduh pada Rabu, 8 Januari 2025. 

https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597
https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597


32 
 

 
 

Pengadilan Agama Metro mengalami peningkatan pada tahun 2017 

yang semula kelas IB kini menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan 

Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi 

Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas 

IA. Selanjutnya, pada tahun 2018 wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Metro hanya 1 (satu) yaitu Kota Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 

22 Kelurahan. Hal ini terjadi setelah dibentuknya Pengadilan Agama 

Sukadana dengan wilayah hukum Lampung Timur. 

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5⁰ 6’ - 5⁰ 8’ Lintang 

Selatan dan antara 105⁰ 17’−105⁰19’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; 

b. Selatan –Kabupaten Lampung Timur; 

c. Barat –Kabupaten Lampung Tengah; 

d. Timur – Kabupaten Lampung Timur. 

Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Metro Kelas IA ini 

mengalami periodesasi pemimpin selama beberapa tahun sebagai berikut:
2
 

a. K.H. Husen    Periode 1960-1974 

b. H.M. Sanusi, BA.    Periode 1974-1979 

c. K.H. Zubair Nur    Periode 1980-1981 

d. H. Abdullah Dhia, S.H.   Periode 1982-1983 
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 Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA, 2016. 
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e. Drs. Zainuddin    Periode 1983-1987 

f. Drs. Fachrurrozi Harli   Periode 1987-1990 

g. Drs. H. Samarcondy Nawawi  Periode 1992-1995 

h. Drs. Mufti Hamzah   Periode 1995-2000 

i. Drs. Husna Runun, MA.   Periode 2000-2003 

j. Drs. Samsul Ma’arif, S.H.   Periode 2004-2005 

k. Drs. Ahmad Choiran Arif, M.H.  Periode 2005-2006 

l. Drs. Mohd. Senil Jahidan   Periode 2006-2010 

m. Drs. H. Muhaimin, M.H.   Periode 2010-2013 

n. H. Muhsin Yamashita   Periode 2013-2014 

o. Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.  Periode 2014-2016 

p. Drs. Ikhsan, S.H., M.H.   Periode 2016-2017 

q. Drs. H. Ma’muri, S.H., M.S.I.  Periode 2017-2020 

r. Drs. H. Abd. Malik,S.H., M.S.I.  Periode 2020-2021 

s. Drs. H.M. Kahfi,S.H., M.H.  Periode 2021-2022 

t. Drs. H Mahyuda, M.H.   Periode 2022-2023 

u. Senen, S.Ag., M.H Periode September 2023-

sekarang 

Selama 10 tahun Pengadilan Agama Metro Kelas IA berdiri, 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA melakukan persidangan secara offline. 

Persidangan secara offline merupakan persidangan yang dilaksanakan 

secara tatap muka antara pihak penggugat dengan tergugat di ruang 

persidangan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2019, proses 
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persidangan tersebut mengalami perubahan untuk menyesuaikan 

perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Perubahan persidangan 

tersebut berupa peralihan proses persidangan yang semula offline kini 

beralih menjadi persidangan secara online. 

Persidangan secara online dinilai lebih efisien waktu dan biaya. 

Namun pada faktanya, Pengadilan Agama Metro Kelas IA tidak 

sepenuhnya mengganti proses persidangan tersebut secara online. Akan 

tetapi, proses persidangan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA saat ini 

terdapat dua metode yaitu persidangan secara offline dan persidangan 

secara online. Perubahan proses persidangan ini masih terdapat beberapa 

kendala yang sering terjadi, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Metro 

Kelas IA memiliki beberapa strategi dalam menghadapi kendala yang 

terjadi pada proses persidangan online demi mewujudkan keadilan pada 

saat persidangan online berlangsung.  

2. Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan tingkat pertama 

yang bertugas dan berwewenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, 

shadaqah serta ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU 

Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan 

bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, 

dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

lingkungan Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam. 

f. Warmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito/tabungan dan sebagainya. 

Selain tugas di atas, Pengadilan Agama Metro juga melaksanakan 

tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan 

terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
3
 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”.
4
 

b. Misi 

a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama 

                                                           
3
https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Item

id=597, diunduh pada Rabu, 8 Januari 2025. 
4
 Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 2016 

https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597
https://www.pametro.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=597
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b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari 

keadilan  

c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro 

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Metro.
5
 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan penting 

dalam menciptakan kesuksesan dalam kegiatan-kegiatan pada suatu 

organisasi atau perusahaan. Untuk membuat struktur organisasi yang baik 

maka suatau organisasi atau perusahaan harus menempatkan anggota sesui 

dengan kemampuan dan kompetensinya. Hal ini bertujuan untuk teratur 

dan terarahanya suatau kegiatan secara sukses. Adapun struktur organisasi 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA
6
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B. Proses Persidangan Secara Online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA ikut serta menerapkan persidangan 

secara online dengan menggunakan aplikasi e-court dimulai pada tahun 2018. 

Akan tetapi, pada tahun 2018 proses persidangan secara online belum 

terlaksana secara efektif, dikarenakan proses persidangannya masih sampai 

tahap pendaftaran. Tiga (3) tahap pendaftaran tersebut dipaparkan oleh Hakim 

Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai 

berikut:
7
 

1. Pendaftaran Perkara Online (E-filling)  

    E-filling merupakan sebuah sistem pendaftaran perkara secara 

elektronik yang digunakan oleh Mahkamah Agung ataupun Pengadilan 

Agama. Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak penggugat. Jadi, 

pendaftaran perkara online (e-filling) merupakan sebuah proses 

pendaftaran yang dilaksanakan melalui sistem online yang disediakan 

oleh Pengadilan Agama Metro untuk mempermudah proses pendaftaran 

karena pendaftaran dapat dilaksanakan di mana saja oleh pihak 

penggugat. Tujuan menggunakan metode pendaftaran e-filling yaitu untuk 

meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, pengertian yang 

dikemukakan oleh Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sejalan dengan 

pengertian e-filling yang di kemukakan juga oleh Pengadilan Agama 

Magetan yang berpendapat mengenai e-filling bahwa e-filling 

(Pendaftaran online) merupakan Pendaftaran Perkara secara online, yang 
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mana penggugat dapat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui 

layanan e-court yang sudah aktif tanpa harus datang ke Kantor 

Pengadilan dan untuk berkas pendaftaran dikirimkan secara elektronik 

melalui aplikasi e-court.  

2. Pembayaaran Biaya Panjar Online (E-payment) 

E-payment merupakan pembayaran yang dilaksankan secara online, 

pembayaran ini dapat dilaksankan melalui kartu kredit, transfer bank, e-

wallet ataupun QR qode. Dengan adanya e-payment pihak pendaftar tidak 

perlu datang ke Pengadilan Agama untuk membayar biaya panjar 

tersebut. Sehingga, adanya e-payment ini meminimalisir adanya biaya 

yang berlebih.
8
 

3. Pemanggilan Elektronik (E-summons) 

E-summons merupakan proses pengiriman surat panggilan yang 

dilaksanakan secara online melalui e-mail. Pemanggilan atau 

pemberitahuan elektronik merupakan dokumen yang dibuat secara 

otomatis oleh aplikasi e-court dan dikirim secara elektronik oleh 

pengadilan kepada para pihak yang berperkara. Panggilan atau 

pemberitahuan yang dilaksanakan secara elektronik adalah sah selama 

ditujukan ke alamat domisili elektronik masing-masing pihak, dan dalam 

jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum.  

Panitera menunjuk Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk 

mengirimkan panggilan ke domisili atau alamat elektronik pihak yang 
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dipanggil (pihak tergugat), melalui petugas yang bertugas mengupload 

panggilan atau pemberitahuan ke aplikasi e-court. Apabila pihak 

penggugat tidak mengetahui alamat elektroniknya, maka akan dipanggil 

dan diberitahukan melalui alamat domisili yang tertera dalam surat 

gugatan. Proses pemanggilan ini dilaksanakan dengan mengirimkan surat 

panggilan resmi secara tercatat kepada alamat yang tertera pada surat 

gugatan melalui Jurusita atau kantor pos.
9
 

Pada proses pendaftaran online selama berjalan setahun terlaksana 

dengan baik. Proses pendaftaran secara online ini mengalami peningkatan 

pada tahun 2019 yaitu pada masa covid-19 yang disebabkan adanya 

kebijakan social distancing. Kebijakan social distancing merupakan 

membatasi diri untuk tidak melakukan interaksi diluar rumah atau kontak 

secara langsung. Sehingga, satker (satuan kerja) Pengadilan Agama Metro 

Kelas IA pada masa covid-19 berlangsung menerapkan prosedur yang 

sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu untuk dapat jaga jarak minimal 

1 meter, mengenakan masker, dan tidak melakukan kontak fisik secara 

langsung. Akan tetapi untuk metode khusus pada proses pendaftaran 

online ini tidak terdapat perbedaan, karena para pihak berperkara dapat 

melaksankan pendaftaran melalui link yang tersedia, kecuali beberapa 

pihak yang tidak paham dengan e-court.
10
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Setelah setahun berjalannya proses pendaftaran perkara secara 

online, muncullah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi 

perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Pada PERMA 

Nomor 1 Tahun 2019 membahas mengenai proses persidangan yang 

dilaksanakan secara online melalui aplikasi e-court yang disebut dengan 

e-litigation.  

E-litigation merupakan proses persidangan yang dilaksanakan 

secara online tanpa bertemu secara langsung di ruang persidangan. Proses 

e-litigation ini dilaksankan melalui aplikasi e-court. Aplikasi e-court 

merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana pada proses 

persidangan secara elektronik dimulai dari proses pengiriman dokumen 

gugatan persidangan, jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan serta 

putusan Majelis Hakim.
11

  

Berikut adalah Proses Persidangan secara Online di Pengadilan 

Agama Metro Kelas IA yang dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai berikut:
12
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA Bapak Nur Said, S.H.I., M. Ag menerangkan bahwa 

proses persidangan secara online dilaksankan melalui aplikasi e-court. 

Dalam pelaksanaan persidangan online tidak sepenuhnya dilaksankan 

secara online, akan tetapi ada beberapa proses persidangan yang tetap 

dilaksanakan secara offline. Berikut adalah proses persidangan yang 

dilaksanakan secara offline:
13

 

a. Pemeriksaan Identitas 

Pemeriksaan identitas merupakan proses validasi seseorang 

untuk memastikan apakah orang yang sama dengan data informasi 

yang telah diberikan atau orang yang berbeda. Proses pemeriksaan 

identitas ini dilaksankan secara offline karena harus mencocokkan 
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seseorang yang berperkara tersebut dengan kartu identitas dan 

dokumen asli lainya.
14

 

b. Proses Mediasi 

Pada proses mediasi para pihak penggugat dan tergugat 

dimediasi oleh mediator secara offline, kemudian hasil laporan 

mediasi diserahkan kepada ketua Majelis Hakim. Pada proses mediasi 

dapat juga dilaksanakan secara online yaitu dengan metode 

teleconference. Metode teleconference merupakan metode online 

berupa video yang dilakukan oleh Hakim dan pihak yang berperkara 

untuk melangsungkan suatu proses tertentu. Dalam hal ini metode 

teleconveremce dilaksanakan untuk perantara mediasi. Apabila pihak 

yang berperkara berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan yang 

diajukan gugatan atau permohonan tersebut dan tidak dapat hadir 

maka menggunakan metode teleconference. 

c. Pembuktian 

Pada proses ini dilaksankan secara offline yaitu menghadirkan 

saksi di ruang persidangan untuk diperiksa secara langsung oleh 

Ketua Majelis Hakim dan anggotanya. Sebelum memeriksa 

keterangan dari saksi, maka majelis hakim akan memeriksa alat bukti 

dari pihak penggugat dan tergugat baik kartu identitas, dokumen, 

video, ataupun alat bukti lainnya. 
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Pada proses pembuktian dapat juga dilaksanakan secara online 

yaitu dengan metode teleconference. Teleconference merupakan 

proses seseorang yang menjadi saksi untuk menyampaikan 

keterangannya mengenai suatu kejadian melalui media video. Hal ini 

dilaksanakan di Pengadilan terdekat karena saksi berada di tempat 

yang jauh atau ada kendala tertentu. Pada metode teleconference ini 

Majelis Hakim ikut serta dalam proses persidangan tersebut, hal ini 

untuk memastikan pihak tersebut benar adalah pihak yang 

bersangkutan. 

d. Kesimpulan 

Kesimpulan pada proses persidangan ini Majelis Hakim 

menyimpulkan hasil dari proses pembuktian yang dilaksanakan oleh 

Penggugat dan Terguggat. Tidak hanya itu, Kesimpulan biasanya 

dilaksanakan dua kali yaitu setelah proses pembuktian dan diakhir 

rangkaian persidangan, pada bagian ini Majelis Hakim akan 

menyimpulkan serta memutuskan suatu Putusan dari kedua belah 

pihak yang berperkara. Kemudian hal ini akan dicatat oleh Panitera 

Pengganti karena marupakan tugasnya Panitera Pengganti untuk 

mencatat jalannya persidangan.
15
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Selain proses persidangan yang dilaksanakan secara offline ada 

beberapa proses persidangan yang dilaksanakan secara online yang 

diuraikan sebagai berikut:
16

 

a. Pendaftaran perkara online (e-filling) 

E-filling merupakan sebuah sistem pendaftaran perkara secara 

elektronik yang digunakan oleh Mahkamah Agung ataupun 

Pengadilan Agama, dan untuk dokumennya dikirimkan secara online. 

Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak penggugat. 

b. Pembayaaran biaya panjar online (e-payment) 

E-payment merupakan pembayaran yang dilaksankan secara 

online, pembayaran ini dapat dilaksankan melalui kartu kredit, transfer 

bank, e-wallet ataupun QR qode. 

c. Pemanggilan Elektronik (e-summons) 

E-summons merupakan proses pengiriman surat panggilan yang 

dilaksanakan secara online melalui e-mail yang tertera pada surat 

gugatan. 

d. Pembacaan Gugatan 

Proses pembacaan gugatan dilaksanakan oleh pihak penggugat, 

dan dilaksanakan secara online melalui e-court deengan cara 

mengirimkan dokumen gugatan malalui e-court dan kemudian akan 

diverifikasi Majelis Hakim untuk bisa dibaca oleh pihak tergugat. 

e. Pembacaan Jawaban Gugatan, Replik dan Duplik  
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Pada proses ini dilaksanakan oleh pihak tergugat dan penggugat 

secara online melalui e-court dengan cara mengirimkan dokumen 

jawaban gugatan, replik ataupun duplik yang kemudian akan 

diverifikasi Majelis Hakim untuk bisa dibaca oleh pihak yang 

berperkara. 

f. Pembacaan Putusan 

Pada proses pembacaan putusan oleh Ketua Majelis dilaksankan 

secara online yaitu dengan mengirimkan dokumen putusan ke aplikasi 

e-court, untuk pihak penggugat dan tergugat dapat mendownloadnya 

secara langsung. Akan tetapi, pada proses pembacaan putusan dapat 

juga dilaksankan secara offline. Pembacaan putusan secara offline 

dilaksanakan apabila pihak tergugat tidak memberikan pembuktian 

kepada Majelis Hakim maka Majelis Hakim akan memberikan 

Putusan langsung secara verstex pada saat pembacaan surat gugatan. 

 

C. Kendala Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan Online 

di Pengadilan Agama Metro Kelas IA 

Pada saat persidangan berlangsung, baik persidangan secara offline 

ataupun secara online Majelis Hakim harus berlaku adil dalam mengambil 

sebuah keputusan. Akan tetapi, Majelis Hakim mengalami beberapa kendala 

dalam menentukan keputusan khususnya pada saat persidangan online terjadi. 

Beberapa kendala yang dialami oleh Hakim pada saat persidangan online 

berlangsung tercantum sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan oleh 
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peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA Bapak Nur Said, 

S.H.I., M.Ag. yang menguraikan beberapa hal sebagai berikut:
17

 

1. Masyarakat Gagap Akan Teknologi 

Disisi lain, ketidakmampuan masyarakat dalam menggunakan 

teknologi ini sangat berpengaruh pada saat persidangan berlangsung. 

Penyebab masyarakat yang gagap akan teknologi ini terjadi karena 

generasi tersebut tumbuh atau lahir jauh sebelum adanya teknologi. Selain 

itu, masyarakat menganggap bahwa kemajuan teknologi ini hanya untuk 

anak muda, sehingga masyarakat enggan untuk mempelajari internet. 

Faktor yang menjadi penyebaab utama masyarakat gagap akan 

teknologi yaitu karena banyak masyarakat yang lansia (lanjut usia) yang 

tidak berkenan untuk mempelajarinya, karena kurangnya rasa percaya diri 

untuk dapat mengaplikasikannya serta ketidak telitiannya masyarakat 

dengan benda sekecil handphone ataupun laptop. Masyarakat yang gagap 

akan teknologi sangat mempengaruhi proses persidangan secara online, 

khususnya pihak yang berperkara tanpa adanya bantuan kuasa hukum. Hal 

ini menjadi salah satu hambatan Hakim dalam proses persidangan. 

2. Server Aplikasi Down 

Server aplikasi down merupakan suatu kondisi pada saat server 

(komputer yang menyimpan dan mengolah data) tidak dapat diakses atau 

berfungsi dengan baik. Permasalahan yang muncul dalam penggunaan 

aplikasi ini sering kali terkait masalah eror. Namun, penyebabnya 
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terkadang tidak dapat dipastikan, apakah disebabkan oleh aplikasi itu 

sendiri atau karena jaringan internet yang tidak stabil. Karena selain 

server aplikasi yang down secara tiba-tiba kendala yang serupa yaitu 

berupa jaringan internet yang tidak stabil.
18

 Selain itu, terdapat kejadian 

tidak terduga yaitu saat aplikasi digunakan, server secara tiba-tiba keluar 

(logout). 

Hal tersebut yang menyebabkan kendala pada aplikasi e-court yang 

tidak dapat diakses dengan baik sehingga mengakibatkan proses 

persidangan harus ditunda. Akan tetapi, proses persidangan tetap dapat 

dilaksanakan apabila persidangan tersebut dialihkan pada persidangan 

secara offline. Namun, hal ini jarang terjadi, karena sebagian besar para 

pihak yang berperkara memilih untuk menunda waktu persidangan. 

3. Pihak Penggugat Tidak Mengirimkan Dokumen Gugatan Secara 

Detail 

Dalam persidangan online, tanggung jawab Hakim terhadap 

persidangan online sama halnya dengan persidangan secara offline. Akan 

tetapi Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi apabila penggugat tidak mengirimkan gugatanya secara 

detail. Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim 

dalam mewujdkan keadilan adalah sebagai berikut:  
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a. Kesulitan menentukan pokok perkara  

Hakim kesulitan dalam memahami pokok perkara yang 

disengketakan serta Hakim kesulitan memutus secara adil apabila 

pihak penggugat tidak menjelaskan secara detail dalam surat 

gugatan. 

b. Kesulitan menetukan alat bukti yang relevan 

Gugatan yang tidak dijelaskan secara detail dapat 

menyulitkan Hakim dalam mengidentifikasi bukti yang dibutuhkan 

dalam membuktikan dalil-dalil gugatan guna memberikan putusan 

secara adil. 

c. Resiko gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

ontvankelijke) 

Jika gugatan kabur atau obscuur libel, maka Hakim dapat 

menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena tidak memenuhi 

syarat formil. 

d. Proses persidangan menjadi tidak efisien 

Hal ini dikarenakan kesulitanya Hakim dalam 

mengidentifikasi perkara untuk di periksa dan dilanjutkan pada 

proses putusan karena penggugat tidak menjelaskan secara detail 

pokok perkara yang terjadi. 

Hal ini menjadi kendala tersendiri untuk Hakim, karena dalam 

mewujudkan keadilan hakim kesulitan dalam menilai siapa yang benar dan 

salah. Sejatinya Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan 
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pada hukum acara perdata yaitu Hakim akan mempertimbangkan sebuah 

subtansi perkara dan bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat 

untuk diperiksa dan dinilai pada saat proses persidangan berlangsung. 

Untuk bukti atau pernyataan yang ada diluar persidangan tidak dinilai.
19

 

4. Pihak Tergugat Tidak Mengirimkan Jawaban Gugatan 

Pihak tergugat tidak mengirimkan jawaban gugatan secara tepat 

waktu dan bahkan tidak mengirimkan jawaban gugatan merupakan 

kendala tersendiri bagi Hakim dalam mempertimbangkan putusan. Karena 

Hakim dalam memutus suatu perkara dipertimbangkan dengan isi 

gugatan, jawaban gugatan, bukti dan saksi yang diberikan oleh pihak yang 

berperkara didalam persidangan. Dan untuk bukti atau pernyataan yang 

ada diluar persidangan tidak dinilai oleh Majelis Hakim. 

Berikut ini adalah kendala yang dihadapi Hakim disaat tergugat 

tidak mengirimkan jawaban gugatan adalah sebagai berikut: 

a. Ketidakjelasan posisi hukum 

Tanpa jawaban dari penggugat, Hakim tidak mempunyai 

informasi secara lengkap untuk dinilai secara objektif antara dalil 

dan bantahan dari kedua belah pihak, sehingga menyulitkan Hakim 

dalam menyeimbangkan kepentingan hukum para pihak.  

b. Hambatan untuk asas audi et alteram partem 

Asas audi et alteram partem merupakan sebuah prinsip 

yang mengharuskan setiap pihak diberi kesempatan yang sama 
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untuk didengar. Dengan ketidakhadiranya penggugat atau tidak 

adanya jawaban gugatan yang diberikan oleh pihak penggugat 

dalam persidangan online, dapat mengganggu asas ini dan 

membuat proes persidangan menjadi tidak ideal. 

c. Keterbatasan teknologi dan aksesibilitas 

Hakim sulit membedakan antara penggugat yang tidak 

mengirimkan jawaban gugatan dikarenakan kendala teknis atau 

keterbatasan akses pada tergugat atau tergugat yang tidak 

mengirimkan jawaban gugatan dikarenakan bentuk kelalain pihak 

tergugat. 

d. Prosedur hukum yang terhambat 

Tidak adanya jawaban gugatan dapat menghambat proses 

persidangan menuju tahap selanjutnya yaitu pada tahap 

pembuktian, kesimpulan, dan putusan yang akhirnya akan 

menunda penyelesaian persidangan secara tepat waktu. 

e. Potensi terabaikannya keadilan substantif 

Putusan yang didasarkan hanya pada surat gugatan dan 

tidak mempertimbangkan jawaban gugatan dapat berpotensi 

menghasilkan keadilan secara formalistik bukan secara substantif.  

D. Strategi Hakim dalam Mengatasi Kendala Yang Terjadi Untuk 

Mewujudkan Keadilan Pada Persidangan Online   

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA baik 

persidangan secara online ataupun persidangan secara offline, Hakim dalam 
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memutus suatu perkara harus secara adil. Berikut adalah strategi Hakim dalam 

mengatasi kendala yang terjadi pada persidangan online demi mewujudkan 

keadilan dalam proses Persidangan: 

1. Masyarakat Gagap Akan Teknologi 

Kualitas SDM (sumber daya manusia) perlu ditingkatkan untuk 

menghadapi kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA memiliki strategi dalam mengatasi masyarakat yang 

gagap akan teknologi tersebut yaitu dengan mensosialisasikan tata cara 

persidangan online menggunakan e-court kepada masyarakat Kota Metro 

yang hal ini langsung di sampaikan oleh Hakim-hakim Pengadilan Agama 

Metro Kelas IA. Tidak hanya itu, pihak Pengadilan juga memberikan 

bantuan kepada masyarakat dengan cara yaitu pihak yang berperkara 

dapat langsung datang ke Pengadilan Agama Metro Kelas IA kemudian 

akan dibantu dan diarahkan oleh pihak PTSP (Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu).  

Selain itu, untuk masyarakat yang tetap tidak faham cara 

menggunakan e-court akan tetapi, ingin melangsungkan Persidangan 

secara online dengan media e-court, mereka dapat menyerahkan dokumen 

gugatan atau jawaban atau replik duplik kepada petugas PTSP (Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu) untuk dapat di uploadkan ke aplikasi e-court dan 

setelah itu untuk tahap putusan pihak yang berperkara dapat meminta 

Salinan putusan kepada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). 

Tidak hanya perkara yang didaftarkan secara mandiri yang dapat 
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melaksanakan persidangan secara online, karena saat ini untuk perkara 

prodeo juga dapat melaksanakan persidangan secara online. 
20

 

2. Server Aplikasi Down  

 Apabila sever aplikasi e-court down secara tiba-tiba pihak 

Pengadilan Agama menanggulanginya melalui beberapa cara yang 

dipaparkan oleh Kasubag Perencanaan Ti dan Pelaporan Ibu Rina Mala 

Sari, S.Kom berikut ini: 

a. Menggunakan sistem cadangan untuk memastikan kelanjutan 

persidangan 

b. Proses persidangan dialihkan pada proses persidangan secara offline 

c. Selain itu, Tim IT segera mencadangkan data yang masuk untuk 

dapat melanjutkan sidang tersebut sampai server stabil. 

Selain itu dari pihak Panitera juga memberikan solusi pada saat 

server aplikasi down yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1) Apabila server aplikasi down nya pada tahap penyerahan dokumen 

gugagatan dan jawaban, maka dapat di antarkan ke Pengadilan 

Agama dan diberikan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan 

apabila proses persidangan tersebut sudah pada tahap Putusan, maka 

pihak penggugat dan terggugat dapat mengambil Salinan Putusan 

kepada petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

2) Selanjutnya sidang ditunda sampai beberapa hari menunggu server 

tersebut stabil.  
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3. Pihak Penggugat Tidak Mengirimkan Dokumen Gugatan Secara 

Detail 

Apabila penggugat mengirimkan dokumen gugatan akan tetapi 

tidak menjelaskan kronologi kejadian secara lengkap dan terperinci hal ini 

menjadi kendala Hakim. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang 

diambil oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan pada persidangan online 

sebagai berikut:
21

 

a. Hakim meminta penjelasan ulang atau meminta penggugat untuk 

melengkapi dokumen gugatanya pada saat persidangan online atau 

meminta penggugat untuk melengkapi dokumen gugatanya. Selain 

itu, Hakim dapat juga meminta penggugat untuk mengirmkan 

penjelasan ulang melalui surat elektronik atau dalam bentuk 

perintah resmi. 

b. Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk 

memperbaiki atau melengkapi surat gugatannya 

c. Hakim menjaga prinsip audi et alteram partem (dua belah pihak 

sama-sama didengarkan) yaitu dengan memberikan kesemptan 

yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk menjelaskannya. 

Hakim mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Dengan berpegang teguh pada asas ini, Hakim dapat 

berwewenang menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima 
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(niet ontvankelijk verklaard). Hakim tidak menerima gugatan ini 

karena adanya cacat formil atau prosedursal dalam sebuah gugatan. 

Selain itu strategi Hakim untuk menanggulanginya yaitu 

didasarkan pada hukum acara perdata yang menyatakan bahwa Hakim 

hanya mengadili dan memutus suatu perkara didasarkan pada bukti-bukti 

dan dokumen-dokumen yang diserahkan pada saat persidangan 

berlangsung. Oleh sebab itu, Hakim akan fokus terhadap surat gugatan 

dan jawaban gugatan serta bukti bukti, dan saksi yang dilampirkan serta 

dihadirkan oleh pihak yang berperkara pada saat persidangan berlangsung 

untuk Hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya.
22

  

4. Pihak Tergugat Tidak Mengirimkan Jawaban Gugatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Ibu 

Nelmi Rodiah, S.H., M.H menerangkan bahwa Apabila pihak tergugat 

tidak mengirimkan jawaban gugatan maka Panitera akan mencatat 

ketidakhadiran jawaban gugatan pada saat persidangan karena hal ini 

dapat menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan 

Putusan.
23

 Dengan adanya hal itu, maka Hakim harus tetap bertanggung 

jawab dengan beberapa cara yang dilakukan Hakim untuk tetap dapat 

mewujudkan keadilan pada persidangan online yaitu sebagai berikut: 

a. Hakim memastikan bahwa panggilan kepada tergugat dilakukan 

secara patut dan sah. 
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b. Hakim tetap menjaga prinsip audi et alteram partem (dua belah pihak 

sama-sama didengarkan) yaitu dengan memberikan kesemptan yang 

sama kepada penggugat dan tergugat. Maka Hakim memberikan 

kesempatan waktu dengan memperpanjang waktu pengiriman 

jawaban gugatan oleh tergugat. 

Dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengirimkan jawaban 

gugatannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka strategi Hakim 

untuk mengatasinya yaitu Hakim akan menjatuhkan putusan secara 

verstex karena Hakim menganggap pihak tergugat tidak memiliki 

usaha untuk membuktikan bahwa hal tersebut salah dan secara tidak 

langsung, pihak tergugat membuktikan bahwa dirinya sudah tidak 

memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak 

bersalah serta menyetujui bahwa gugatan dari penggugat adalah 

benar.
24

 Sesuai dengan bunyi  Pasal 125 Ayat (1) HIR (Herziene 

Inlandasche Reglement) bahwa Putusan verstek dapat dijatuhkan oleh 

Hakim ketika salah satu pihak (biasanya tergugat) tidak hadir dalam 

persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Dengan catatan 

bahwa Hakim sudah meneliti gugatan secara objektif untuk dilihat 

kebenaran dan kelayakannya.  Serta memastikan hak para pihak yang 

berperkara tetap terlindungi dan tidak merugikan kepentingan kedua 

belah pihak. 
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Selain strategi Hakim yang dijelaskan di atas, Hakim dalam berlaku 

adil didasarkan pada beberapa prinsip dan landasan hukum yang 

bersumber dari norma agama, undang-undang, serta etika profesi. Secara 

umum, berikut merupakan prinsip dan landasan serta sumber yang 

dijadikan acuan Hakim dalam berlaku adil khususnya pada Pengadilan 

Agama sebagai berikut: 

a. Landasan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

seperti: 

1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 

2009), khususnya Pasal 5 ayat (1): "Hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat." 

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman dalam 

perkara di pengadilan agama yaitu nilai-nilai Syariat Islam. 

b. Hukum Islam yang menjadi dasar yaitu: 

1) Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58: "Sesungguhnya Allah 

menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." 

2) Hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan keadilan dalam 

memutus perkara. 
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c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang 

menekankan: 

1) Independensi merupakan sikap Hakim mandiri tidak terpengaruh 

oleh siapapun. 

2) Ketidakberpihakan merupakan sikap atau prinsip seorang Hakim 

untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, 

serta bersikap objektif, adil serta netral dalam memutus suatu 

perkara tanpa terpengaruh oleh hubungan pribadi. 

3) Integritas merupakan sikap bertindak yang sesuai ucapan, tidak 

dapat di siap, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

4) Kepantasan dan kesopanan yaitu Hakim harus menunjukkan rasa 

hormat dan tata krama yang baik dihadapan para pihak yang 

berperkara, baik di dalam pengadilan atau diluar pengadilan. 

5) Kesetaraan dan kompetensi yaitu Hakim berhak memberikan 

kesempatan yang sama dihadapan hukum kepada para pihak yang 

berperkara baik pihak penggugat ataupun tergugat, baik laki-laki 

atau perempuan. 

Maka Hakim harus tetap bertanggung jawab dengan hal itu 

dengan beberapa cara yang dilakukan Hakim adalah sebagai berikut: 

d. Hakim memastikan bahwa panggilan kepada tergugat dilakukan 

secara patut dan sah. 

e. Hakim memberikan kesempatan waktu dengan memperpanjang 

waktu pengiriman jawaban gugatan oleh tergugat. 
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a. Apabila pihak tergugat tetap tidak mengirimkan jawaban 

gugatanya, maka Hakim akan menjatuhkan Putusan secara verstex. 

Dengan catatan bahwa Hakim sudah meneliti gugatan secara 

objektif untuk dilihat kebenaran dan kelayakannya. Serta 

memastikan hak para pihak yang berperkara tetap terlindungi dan 

tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa: Kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan keadilan pada 

persidangan online di Pengadilan Agama Metro Kelas IA terdiri dari beberapa 

faktor, antara lain: (a) Masyarakat gagap akan teknologi; (b) gangguan teknisi 

berupa server aplikasi down; (c) pihak Penggugat yang tidak mengirimkan 

dokumen gugatan secara detail dalam surat gugatannya sehingga Hakim 

kesulitan menentukan pokok perkara, menentukan alat bukti yang relevan, dan 

beresiko gugatan tidak dapat diterima serta menghambat proses persidangan, 

selain itu; apabila (d) pihak tergugat yang tidak mengirimkan jawaban gugatan 

maka termasuk juga kedalam sebuah hambatan yang didapat oleh Hakim 

dalam mewujudkan keadilan karena menjadikan ketidakjelasan posisi hukum, 

hambatan dalam menjalankan asas audi et alteram partem, prosedur hukum 

yang terhambat serta berpotensi terabaikannya keadilan substantif. 

Dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi, Hakim dan pihak 

Pengadilan Agama Negri Metro Kelas IA memiliki beberapa strategi sebagai 

berikut: (a) memberikan bantuan sosialisasi mengenai tata cara menggunakan 

e-court kepada masyarakat Kota Metro oleh Hakim; (b) memberikan bantuan 

dan arahan oleh petugas PTS kepada pihak berperkara yang tidak dapat 

mengoperasikan e-court dan untuk pihaknya dapat hadir langsung di 
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Pengadilan Agama Metro Kelas IA pada saat persidangan; (c) Petugas 

perencanaan ti dan pelaporan menggunakan sistem cadangan untuk kelanjutan 

persidangan, apabila tidak dapat dicadangkan maka dialihkan secara offline 

sampai server stabil; (d) apabila server down pada saat penyerahan dokumen 

gugatan ataupun jawaban gugatan, maka menurut Panitera pihak berperkara 

dapat mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak PTSP (Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu); serta (d) memberi kesempatan untuk menjelaskan gugatan pada 

saat persidangan; (e) memberi kesempatan penggugat untuk memperbaiki 

surat gugatan; (f) memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk 

mengirmkan jawaban gugatan dalam beberapa hari yang sudah ditentukan; (g) 

dan apabila pihak tergugat tetap tidak mengimkan jawaban gugatannya maka 

Hakim akan menjatuhkan putusan secara verstek karena tidak memberikan 

tanggapan sesuai prosedur. 

Dengan strategi tersebut, hakim tetap berupaya untuk menegakkan 

keadilan secara objektif meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan 

dalam pelaksanaan persidangan online. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka 

disarankan kepada Pengadilan Agama Metro Kelas IA diharapkan dapat terus 

meningkatkan kinerja bersama dan profesionalismenya dalam meningkatkan 

sistem persidangan secara online.  
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Untuk pengkaji hukum keluarga mengenai persidangan online dengan 

e-court maka penelitian ini memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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